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ABSTRAK
Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai 
usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak yang 
melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara 
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dilakukan dengan 
syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi yang dilakukan bertujuan 
untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak tanpa melalui jalur peradilan pidana 
serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan diversi dalam tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh 
anak pada studi kasus penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT.TIM terlaksana 
dengan adanya kesepakatan para pihak. 
Kata Kunci: penerapan diversi, diversi anak di tingkat pengadilan.
ABSTRACT
Children are interpreted as persons who are not yet mature or those who have not yet been 
specifically counted as determined by law as adult struggles. Children who commit regular 
criminal offenses will be converted. Diversion is a profound diversion from the criminal 
justice process. Investigations are carried out using a variety of qualitative actions, namely 
digging criminal cases by involving perpetrator, victims, families of perpetrators / victims, 
and other parties involved to jointly seek just by emphasizing on returning to their original 
state and instead retaliation. Diversion is carried out on the condition that a criminal offense 
is committed under 7 (seven) years and is not a repetition of a criminal offense. Diversion 
efforts are aimed at achieving peace between victims and children without going through 
legal channels and instilling a sense of responsibility to the child. The results of the study 
show that the application of criminal acts of beatings and theft committed by children in 
the case study of the determination of Number 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT.TIM was 
carried out under the provisions of the parties.
Keywords: implementation of diversion and child diversion at the court.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Anak-anak Indonesia, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki kualitas 
dan kemampuan, merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam melanjutkan 
pembangunan dimasa datang.4 Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus 
demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta 
perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. 
Anak yang tidak memperoleh perhatian dan pembinaan baik secara fisik, mental, maupun 
sosial pada dasarnya belum menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang dapat merugikan 
dirinya atau masyarakat. Seringnya anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lebih 
banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa dan pengaruh dari luar si anak (teman dan 
lingkungan sekitarnya) kondisi ini juga diperparah dengan kuatnya keinginan untuk mencoba, 
mengekspresikan jiwa mudanya untuk pembuktian jati diri tentang keberadaannya.
Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam 
mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan 
kenakalan dalam masyarakat dan menjurus ke tindak kejahatan atau kriminal.5 Andi Mappiare 
menyatakan bahwa anak ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, mereka ingin 
diakui keberadaannya sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskannya 
sebab belum cukup untuk diberi kebebasan.6
Anak yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian, 
memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang 
dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman tentang menentukan arah hidupnya.7
Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada 
akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi 
yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Untuk melakukan perlindungan 
terhadap konsekuensi anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka 
timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan 
formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum.
Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak 
tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala 
aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan 
penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara. Institusi 
penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di 
dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan 
suatu cara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang 
salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu 
pembaharuan hukum yang tidak sekadar mengubah undang-undang semata tetapi juga 
memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki 
oleh hukum pun tercapai.
4 Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, Ketika Anak Terjerat Hukum, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 
2009), hlm. 1.
5 Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 
1984), hlm. 26.
6 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 187.
7 Yusuf LN dan Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakaraya, 2000), hlm. 209.
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Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang di kalangan 
masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat, sehingga 
diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang 
sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika 
kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan 
perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.
Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian 
kesepakatan diversi. Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan di atas ditegakkan 
demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 
Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-
hak anak (protection child and fullfilment child right’s-based approach).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini:
1. Bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan 
atau pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus perkara Nomor 18/Pen.Pid.Sus.
Anak/2015/PN.JKT TIM?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak 
pidana pengeroyokan atau pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus perkara 
Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT TIM?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana 
pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus perkara Nomor 18/
Pen.Pid.Sus.Anak/2015.PN.JKT TIM.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap 
penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh 
anak pada kasus perkara Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT TIM.
Kerangka Teoretis dan Konseptual
Kerangka Teori
Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa merampas hak 
asasinya dan supaya anak tidak mendapat stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. 
Proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam 
masyarakat dan bersifat netral, akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam 
menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan 
mekanisme pada badan peradilan,8 seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan 
hukum dengan jalur di luar pengadilan.
Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang 
dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan 
8 Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di 
Indonesia, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindi, 2011), hlm. 21. 
Aprilia     (PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN...)
KRISNA LAW (Volume 1, Nomor 1, Februari 2019)4
meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan 
kebijakan yang dimilikinya.9 Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah 
perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita 
akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan 
perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.10
Menurut konsep diversi, dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 
pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi untuk 
mendidik dan memperbaiki kembali. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses 
peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana 
lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan 
akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga 
lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.
Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversi yang 
mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian 
kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab 
terhadap perbuatan yang dilakukannya.11
Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan 
alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak 
sebagai pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah 
yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak 
yang terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan keadilan 
restoratif.
Kerangka Konseptual
1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 
adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, 
penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 
untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 
kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana.12
3. Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan 
dalam kategori sebagai kekerasan kolektif, karena dalam melakukan tindak kekerasan 
dilakukan secara berkelompok.13 “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan 
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”14
4. Pencurian adalah barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan 
melawan hak, dihukum karena pencurian.15
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.16
9 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.
10 Ibid., hlm. 2.
11 Ibid., hlm. 22.
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 
5332) Pasal 1 ayat (7).
13 Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 16.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1).
15 Ibid., Pasal 362.
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235) Pasal 1 ayat (1).
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Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat 
kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat.17
PEMBAHASAN
1. Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif atau Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.18
Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, 
pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:
a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan 
sekadar pelanggaran hukum pidana;
b. Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan 
yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang 
lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana 
hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya 
dengan korban atau masyarakat.
c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan 
sosial. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan 
sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum. 
Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan 
pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 
2. Diversi
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap 
jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 
Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak 
hukum yang disebut diskresi.19 Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal 
yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari 
tindakan pemenjaraan.
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif dan memberikan 
kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi berupaya 
memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana 
sampai kepada aparat penegak hukum. Kemudian keadilan tersebut dipaparkan melalui 
sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan 
yang tepat.
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.
18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 
5332) Pasal 1 angka 6.
19 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, Op.cit., hlm. 4.
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Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kebiasaan 
bermusyawarah di dalam masyarakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/
korban dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses musyawarah adalah untuk 
memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan 
anak tersebut. Hasil dari musyawarah bisa berupa mufakat namun juga dimungkinkan 
tidak ada kata mufakat dari kedua belah pihak. 
Apabila terjadi kata mufakat dan pelaku dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana 
yang disepakati dalam musyawarah, maka diversi dianggap berhasil namun apabila tidak 
dapat dicapai mufakat maka diversi dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan dalam 
proses hukum.
3. Pelaksanaan Diversi dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Studi Kasus 
Penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT.TIM)
Musyawarah diversi dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator 
diversi, lalu pelaku yang didampingi oleh orang tuanya menyatakan menyetujui dilakukan 
musyawarah.
Kemudian untuk menjaga psikologis dari anak korban, pelaku (terdakwa) dibawa 
keluar ruangan mediasi dan dikembalikan ke ruang tunggu khusus anak di Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya fasilitator diversi menanyakan kepada anak korban 
yang ditemani oleh kedua orang tuanya terkait kesediaannya untuk melakukan 
musyawarah dan anak korban yang didampingi oleh kedua orang tuanya menyatakan 
setuju akan dilakukannya musyawarah.
Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Jakarta Timur, Sri Sinta Ningsih untuk membacakan 
hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak pelaku.
Kemudian fasilitator diversi membacakan secara ringkas dakwaan yang didakwakan 
kepada anak pelaku, dan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua dari anak 
pelaku untuk memberikan pendapat atas tindak pidana yang didakwakan tersebut.
Respon dari kedua orang tua dari anak pelaku sangat mengharapkan terjadinya 
kesepakatan dalam proses diversi ini, dikarenakan orang tua anak pelaku sangat 
mengkhawatirkan kondisi anak-anak tersebut, karena anak mereka sebelumnya tidak 
pernah melakukan tindak pidana dan juga tidak pernah pulang larut malam sebelumnya, 
mereka merupakan anak yang baik dan setelah berbicara dengan anak pelaku, ia 
menyatakan sangat menyesali perbuatannya karena telah melakukan pengeroyokan dan 
pencurian terhadap anak korban, hal tersebut dikarenakan ikut-ikutan dalam geng atau 
teman-temannya.
Selanjutnya fasilitator diversi menanyakan kepada kedua orang tua anak pelaku 
seberapa besar ganti rugi yang mereka sanggupi, dan hal apa yang akan mereka sampaikan 
sehingga bisa tercapai kata sepakat antar pihak (anak pelaku dan anak korban). Atas 
pertanyaan fasilitator diversi, kedua orang tua anak pelaku menjawab bahwa mereka 
hanya menyanggupi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
Atas penjelasan tersebut, fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada anak 
korban yang didampingi oleh kedua orang tuanya untuk memberikan tanggapan atas 
penjelasan dari orang tua anak pelaku, kemudian fasilitator diversi menanyakan kepada 
anak korban, apa yang dirasakan oleh anak korban setelah peristiwa tersebut terjadi dan 
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anak korban menjawab bahwa ia merasa malu dan tidak mau lagi bersekolah di sekolah 
yang lama, dan fasilitator diversi menanyakan kepada kedua orang tua anak korban 
terkait kesanggupan yang diutarakan oleh kedua orang tua anak pelaku.
Atas pertanyaan fasilitator diversi, anak korban melalui kedua orang tuanya 
menerangkan bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
sebagai kompensasi dari orang tua terdakwa kepada korban.
Kemudian fasilitator diversi menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi merupakan pengalihan 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana, dan dari 
proses diversi diharapkan dapat mencapai keadilan restoratif di mana penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan anak pelaku, korban, keluarga anak pelaku, 
keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula 
dan bukan pembalasan.
Fasilitator diversi menerangkan bahwa pelaku sama dengan anak korban, sekarang 
ini masih bersekolah di bangku SMP di Jakarta dan saat ini dengan dilaksanakannya 
proses diversi diharapkan dapat dicari penyelesaian terbaik bagi anak pelaku maupun 
anak korban berdasarkan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
Selanjutnya fasilitator diversi menanyakan kepada kedua orang tua anak pelaku, 
terkait kesiapan biaya ganti rugi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
dan pembayaran tersebut diserahkan oleh orang tua anak pelaku kepada kedua orang 
tua anak korban. Fasilitator diversi menerangkan bahwa berdasarkan diskusi dalam 
musyawarah diversi tersebut, telah terjadi kesepakatan diversi antara pihak kesatu dan 
kedua. Selanjutnya kesepakatan diversi tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, 
pembimbing kemasyarakatan serta fasilitator diversi.
4. Hambatan yang Ditimbulkan dalam Proses Penerapan Diversi dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak
Dalam pelaksanaannya, seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman 
terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi. Hambatan yang 
ditimbulkan dalam proses penerapan diversi dalam sistem peradilan anak juga meliputi: 
a. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Faktor paling utama 
yang menghambat upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang 
dilakukan anak adalah korban dan/atau keluarga sering merasa tidak adil jika dalam 
penyelesaian perkara dilakukan melalui proses diversi karena menganggap diversi 
hanya berpihak dan menguntungkan pada pelaku. Bagi korban dan/atau keluarga, rasa 
keadilan sudah terpenuhi apabila pelaku telah mendapatkan ganjaran setimpal atas 
perbuatannya. Ketidakpahaman masyarakat terutama korban tindak pidana mengenai 
makna keadilan ini yang menyebabkan kegagalan upaya diversi dalam penyelesaian 
perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
b. Perbedaan persepsi antara pihak pelaku anak dan pihak korban. Pada saat musyawarah 
diversi dilakukan anak pelaku dengan anak korban, sering terjadi pertengkaran atau 
keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi tidak dapat berjalan kondusif. 
Keributan tersebut disebabkan karena salah satu maupun kedua belah pihak memiliki 
pemikiran yang berbeda. Selain itu, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak 
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merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan terlebih lagi dalam 
persoalan biaya ganti rugi akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Seringkali 
pihak anak korban merasa biaya ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak anak pelaku 
tidak sebanding dengan kerugian yang menimpa anak korban, bahkan terkadang 
pihak anak korban dengan sengaja menolak biaya ganti rugi yang ditawarkan oleh 
pihak anak pelaku agar biaya ganti ruginya bisa dinaikan jadi lebih besar lagi. Hal-
hal seperti itu menyebabkan pelaksanaan diversi untuk menyelesaikan perkara tindak 
pidana anak gagal mencapai kesepakatan diversi.                    
c. Kurang lihainya hakim anak sebagai fasilitator. Hakim anak yang bertugas sebagai 
fasilitator mempunyai peran penting dalam berhasil atau tidaknya diversi ini. 
Seorang fasilitator harus berusaha meyakinkan anak korban dan keluarga bahwa 
segala sesuatu yang terjadi ini memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, 
sehingga ‘kemalangan’ yang menimpa dirinya jangan dijadikan batu sandungan 
apalagi menimbulkan dendam dan amarah, melainkan dijadikan pembelajaran hidup 
dalam menuju kedewasaan, serta belajar memaafkan dengan tulus dan ikhlas serta 
sikap hakim kepada anak pelaku harus mampu menyadarkan bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dilarang, sehingga 
anak pun sadar akan perbuatannya yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya lagi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh hakim anak 
yang bertugas sebagai fasilitator dalam diversi, sehingga anak pelaku sadar akan 
kesalahannya, meminta maaf kepada anak korban serta berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya dan untuk anak korban pun mau berlapang dada dan belajar untuk 
memaafkan sehingga diversi dapat berhasil.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat bahwa diversi dapat 
dilakukan apabila diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 
pengulangan tindak pidana. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan menggunakan dakwaan alternatif, 
komulatif, subsidair dan kombinasi (gabungan) maka upaya diversi tetap dapat dilakukan. 
Pada kasus pidana anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang proses 
penyelesaiannya telah berhasil dilakukan melalui proses diversi dengan pendekatan 
keadilan restoratif sehingga pemeriksaan perkaranya telah dihentikan dengan penetapan 
ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015.PN.JKT.TIM, 
di mana para pihak yang terkait secara bersama-sama memperoleh kesepakatan sehingga 
proses diversi ini berhasil.
2. Faktor-Faktor Penghambat terjadinya proses diversi disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
a. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi;
b. Perbedaan persepsi antara pihak pelaku anak dan pihak korban; dan
c. Kurangnya lihainya hakim anak sebagai fasilitator.
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Para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan diversi, sangat perlu mengetahui 
tentang apa itu diversi, tujuan dari dilakukannya diversi sendiri itu untuk apa, hak dan 
kewajiban dari para pihak dalam melakukan proses ini, sehingga timbul kesamaan persepsi 
antar pihak pelaku dan pihak korban bahwa tujuan dari proses diversi ini dilakukan bukan 
semata-mata untuk pembalasan dendam melainkan guna mencapai perdamaian antara 
korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan 
rasa tanggung jawab kepada anak.
Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka saran yang 
dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penegak hukum yang hendak melakukan upaya diversi baik ditingkat penyidikan, 
kejaksaan hingga pengadilan harus bisa memberikan pendekatan bahwa upaya diversi 
yang dilakukan ini bukan semata-mata agar anak bisa terbebas dari perbuatan yang telah 
dilakukannya, melainkan dengan adanya diversi, anak mampu menyadari perbuatannya 
yang salah dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
2. Hendaknya aparat penengak hukum baik ditingkat penyidikan hingga pengadilan 
lebih meningkatkan pemahman mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun 
lingkungan masyarakat misalnya dengan dilakukannya pendidikan, pelatihan atau 
seminar terkait dengan faktor atau penyebab anak melakukan tindak pidana, kondisi 
psikologis anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, bagaimana cara menangani 
anak yang berhadapan dengan hokum; dan
3. Orang tua hendaknya bisa bersikap lebih bijak dalam memperhatikan tumbuh kembang 
serta pergaulan anak, karena tidak dipungkiri didikan serta pola asuh orang tua sangat 
menentukan karakter anak kedepannya.
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